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Lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal 
pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum jaminan fidusia didaftarkan, kedudukan 
penerima fidusia sangat lemah. Sehingga untuk memperoleh kepastian hukum maka 
jaminan fidusia harus didaftarkan. Penerima fidusia yang telah mendaftarkan jaminan 
fidusia akan memperoleh keuntungan sebagai kreditur preferen, sedangkan penerima 
fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur 
konkuren. Dan jaminan fidusia juga mempunyai kekuatan eksekutorial, kreditur 
sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan apabila 
debitur lalai.  
Kata Kunci : Fidusia yang tidak dijaminkan, kedudukan kreditur, objek jaminan. 
 
ABSTRACT 
Birth of fiduciary guarantee is the same date as the date of registration fiduciary 
guarantee. Before fiduciary guarantee registered, the position of fiduciary recipients 
is very weak. So, to acquire the legal certainty, the fiduciary guarantee must be 
registered. Fiduciary recipient who have registered will acquire benefit as preferent 
creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent 
creditors. And fiduciary guarantee also has the power executorial, creditors as 
fiduciary recipient have the right to execute the guarantee object if the debitor is 
default.  








1. Menurut Pasal 11 UUJF disebutkan “Benda yang dibebani jaminan 
fidusia wajib didaftarkan” Apabila ada kreditur yang tidak mendaftarkan 
jaminan fidusia ke KPF maka  kreditur tersebut masih dapat dikatakan 
sebagai  kreditur jaminan fidusia, akan tetapi masuk kedalam kreditur 
konkuren. 
2. Seorang kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke KPF, tidak 
akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sehingga kreditur tersebut 
tidak memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan secara langsung 
apabila seorang debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Akan 
tetapi, apabila seorang kreditur akan mengeksekusi barang jaminan 
fidusia harus melalui pengadilan dengan tahapan – tahapan yang cukup 
rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
4.2 Saran 
1. Seorang kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya ke KPF 
masih dapat dianggap sebagai kreditur fidusia, harusnya ada aturan yang 
yang jelas untuk  mempertegas dari Pasal 11 UUJF, agar semua jaminan 
fidusia terdaftar dan juga memperjelas kedudukan seorang kreditur 
sebagai kreditur preferen. 
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2. Pentingnya pendaftaran objek jaminan fidusia ke KPF, bertujuan untuk 
mengantisipasi apabila dalam prosesnya debitur melakukan cidera janji 
maka seorang kreditur dapat mengeksekusi semua objek jaminan fidusia 
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